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RINGKASAN 

 

 

Permasalahan pelanggaran upah minimum oleh pengusaha masih menjadi salah 

satu bentuk ketidaktaatan yang paling umum dijumpai dalam praktik hubungan 

industrial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya telah secara tegas menetapkan 

kewajiban pengusaha untuk membayar upah minimum kepada pekerja, 

kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. 

Ketidakpatuhan ini berdampak langsung terhadap kehidupan layak pekerja dan 

keluarganya, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang 

seharusnya melindungi hak-hak dasar pekerja. Pelanggaran terhadap ketentuan 

upah minimum sesungguhnya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan 

termasuk kategori tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum 

terhadap pelanggaran ini belum optimal, dan proses hukum pidana seringkali tidak 

memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Hal ini mendorong perlunya 

pendekatan baru yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga 

pada pemulihan, salah satunya melalui mekanisme restorative justice. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang 

dapat dikenakan kepada pengusaha atas tindak pidana pelanggaran upah minimum 

serta menganalisis konsep dan penerapan pendekatan restorative justice dalam 

penyelesaian perkara tersebut, khususnya oleh aparat penegak hukum dan 

pengadilan hubungan industrial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, 

serta secara praktis dapat menjadi acuan bagi lembaga penegak hukum dalam 

menangani kasus pelanggaran upah minimum dengan pendekatan yang berkeadilan 

dan berorientasi pada pemulihan. Kegunaan lainnya adalah sebagai referensi bagi 

pemerintah dalam menyusun kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan yang 

lebih responsif dan partisipatif. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma-norma hukum 

yang berlaku mengenai pengaturan upah minimum dan sanksi pidananya, serta 

pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah prinsip-prinsip 

keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan 

dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan 

hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia 



viii 

 

hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan 

teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan sistematis. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelanggaran upah minimum 

dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengusaha, baik secara 

perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Namun, pendekatan pemidanaan 

konvensional seringkali tidak memberikan solusi yang adil bagi pekerja, terutama 

karena proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu, 

pendekatan restorative justice dinilai relevan untuk diterapkan dalam perkara ini 

karena menekankan pada pemulihan hak pekerja dan tanggung jawab langsung 

pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Restorative justice juga 

memberikan ruang partisipasi aktif bagi pekerja dalam proses penyelesaian. 

Kendati demikian, implementasinya masih memerlukan kerangka hukum dan 

prosedural yang lebih terstruktur, serta komitmen dari aparat penegak hukum agar 

tidak sekadar menjadi pendekatan alternatif, melainkan bagian dari sistem peradilan 

pidana yang mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan nyata 

terhadap hak pekerja. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Upah Minimum, Restorative Justice Oleh 

Kepolisian. 

 

 

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Upah Minimum Berdasarkan 

Pendekatan Restorative Justice oleh Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pertanggungjawaban pidana pengusaha atas pelanggaran upah 

minimum serta merumuskan konsep pendekatan restorative justice yang dapat 

diterapkan dalam perkara ketenagakerjaan. Kegunaan dari penelitian ini adalah 

memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana dalam 

konteks hubungan industrial serta memberikan solusi alternatif bagi aparat penegak 

hukum dan pengadilan hubungan industrial dalam menangani pelanggaran normatif 

yang berdampak langsung terhadap hak dasar pekerja. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penalaran 

hukum yang bersifat preskriptif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran upah minimum memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, khususnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Pengusaha dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana baik sebagai subjek hukum perorangan maupun 

korporasi, tergantung pada bentuk usaha dan posisi pelaku dalam pengambilan 

keputusan upah. Namun, lemahnya penegakan hukum serta minimnya pelaporan 

dari pekerja menjadi tantangan serius dalam efektivitas penerapan sanksi pidana 

tersebut. 

 

Pendekatan restorative justice dalam perkara pelanggaran upah minimum 

dipandang lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan keadilan pekerja, karena 

mendorong pemulihan hak melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan 

korban. Pendekatan ini juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, 

partisipatif, dan manusiawi, serta sesuai dengan semangat reformasi sistem 

peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai keadilan 

substantif. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Criminal Offense, Minimum Wage, Restorative Justice by the Police 

 

 

This research is titled The Resolution of Minimum Wage Criminal Offenses Based 

on Restorative Justice Approach by the Police. The study aims to analyze the 

criminal liability of employers in minimum wage violations and formulate a 

restorative justice framework applicable to labor-related offenses. The research is 

intended to contribute academically to the development of criminal law within 

industrial relations and to offer practical solutions for law enforcement agencies 

and industrial relations courts in addressing normative labor violations that 

directly impact workers’ fundamental rights. The study employs normative legal 

research using statute and conceptual approaches. Legal materials were collected 

through literature study and analyzed qualitatively through prescriptive legal 

reasoning. 

 

The findings indicate that minimum wage violations constitute criminal offenses as 

regulated under labor legislation, particularly Law No. 13 of 2003 and Government 

Regulation No. 51 of 2023 on Wages. Employers may be held criminally liable 

either as individuals or corporate entities, depending on the organizational 

structure and their role in wage decisions. However, weak enforcement 

mechanisms and the reluctance of workers to report such violations pose significant 

challenges to the effective implementation of criminal sanctions. 

 

Meanwhile, the restorative justice approach is considered more responsive to the 

needs of justice in minimum wage cases, as it promotes the recovery of workers’ 

rights through dialogue and mutual agreement between the offender and the victim. 

This approach allows for faster, more participatory, and humane resolution, 

aligning with the broader criminal justice reform agenda aimed at achieving 

substantive justice and equitable protection for labor rights. 
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